
a

BT'PATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATI'RAX BI'PATI LOMBOK UTARA
I{OMOR 1 TAHTII{ 2021

TENTANG

PEMBEI{TI'KAIT, SUSUIYAIY ORGAITISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA I(ER^'A UI{IT PELIIXSAI{A TEXITIS DIITAS

RT'UAH SAXIT UMTIM DAERATI I(ABT'PATEI{ LOMBOK UTARA

DENGAN RAHMAT TUIIAI{ YAITG MAHA ESA

BT'PATI LOMBOK UTARA,

Menimbang

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi
Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 99, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang
Kesehatan (kmbaran Negara Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan t embaran Negara Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2OO9 tentang
Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 20O9 Nomor
153, Tambahan lrmbaran Negara Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Icmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2Ol9
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 183, Tambahan
lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Peraturan Pemerintah Nomor l8 Tahun 2O16 tentang
Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor ll4, Tambahan

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 41 dan 43
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2O16 tentang Perangkat Daerah Jo. Pasal 20 ayat (3)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasilikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Keg'a
Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Lombok Utara;



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Talrun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Feraturan Periret'irrtah Nomor 47 Tahun 2O2i tenta; g
Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57,
Tambahan t embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6659);

7 . Peraturan Presiden Nomor 77 Talrtxt 20 15 tentang
Pedoman Organisasi Rumah Sakit (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun
2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi
Cabang Dinas dal Unit Pelaksana Teknis Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
a51);

g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2O2O

tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita
ll:g".. I?epr.:l--'l:1< Indcn:sia rl:h,:n 2020 Nomor 21);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten tombok Utara
(kmbaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun
2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lombok Utara Nomor 62), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Lombok Utara Nomor 2L Tahun 2O2l tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok
Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok
Utara (l,embaran Daerah Kabupaten Lombok Utara
Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lombok Utara Nomor 94);

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

Penyeienggar-a Perieriniaiia.rr Daeraii.
4. pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA.

BAB I
KRTENTUAN UMUM



prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara yang selanjutnya disebut Dinas
adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
kesehatan.

6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut UPID RSUD adalah
adalah unit organisasi bersifat khusus pada urusan pemerintahan di
bidang kesehatan yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan
barang milik daerah serta kepagawaian.

7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok
Utara.

8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam
satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada
keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

9. Badan la.yanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD ada]ah
sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana telaris dinas/badan daerah
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai
fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari
ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

10. Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya
di sebut UPID RSUD adalah unit organisasi yang bersifat khusus yang
memberikan layanan secara profesional.

1 1. Satuan Organisasi adalah unit kerja setingkat Kepala Bagian/Bidang.
12. Satuan Unit Orgalisasi adalah unit kerjasetingkat Subbagian/Seksi.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)

{21

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD RSUD Kelas C pada Dinas.
UPTD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebagai unit
organisasi bersifat khusus.

BAII III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi UPTD RSUD, terdiri atas:
a. Direktur-
b. Bagian Tata Usaha.

1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2) Subbagian Keuangan;dan
3) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan.

c. Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan.
1) Seksi Pelayanan Medik; dan
2) Seksi Pelayanan Keperawatan.

d. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik.
1) Seksi Penunjang Medik dan Non Medik; dan
2) Seksi Sarana Prasarana dan Logistik.

e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kehumasan.
1) Seksi PengembanganSumber Daya Manusia, Penelitian dan Diklat;

dan
2) Seksi Hubungan Masyarakat.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.



12) Bagan Struktur Organisasi UPTD RSUD sebagaimana tercantum dalam
l,ampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagial Kesatu
UPTD RSUD

Pasal 4

(1) UPTD RSUD mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan
pemerintahan daerah bidang pelayanan kesehatan pada semua bidang
dal jenis penyakityang bersifat rujukan tingkat lanjut.

(21 UPTD RSUD dalam melaksanakan tugas sebagaimala dimal<sud pada
ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan pelayanan medik dan penunjang medik;
b. penyelenggaraan pelayanan keperawatan dan kebidanan;
c. penyelenggaraan pelayanan kefarmasian; dan
d. penyelenggaraan pelayanan penunjang.

Bagian Kedua
Direktur

Pasal 5

(1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a,
mempunyai tugas memimpin, menyusun, mengendalikan, mengawasi dan
mengoordinasikan pelaksanaan tugas dalam menyelenggarakan sebagian
kewenangan dibidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan serta tugas
lain sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Kepala
Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(21 Direktur dalam melaksanakan tugas sebagairnana dirnaksud pada ayat (1)
menyelenggarakan fungsi :

a.penJrusunan program dan rencana ke{a UPTD RSUD berdasarkan
rencana strategis Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b.pengendalian pemenuhan upaya kesehatan perorzrngan melalui
pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai
dengan standar pelayanan dan kebutuhan medis;

c. penyelenggaraan peningkatan kapasitas sumber daya manusia
kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan
kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;

d.penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan
teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan
kesehatan dengan memperhatikal etika ilmu pengetahuan bidang
kesehatan;

e. peningkatan mutu dan mempertahankan standar pelayanan BLUD
dengan memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat dan
Sumber Daya Manusia UPTD RSUD;

f. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui
kemitraan, promosi dan informasi kesehatan yang dibutuhkan oleh
masyarakat dan gerakan hidup bersih dan sehat;

g. pengoordinasian dan/atau kerjasama dengan instansi lain yang terkait
untuk meningkatkan mutu dan mempertahalkan standar pelayanal
UPTD RSUD; dan

h. pengendalian pelaksanaan tugas-tugas penunjang urusan
ketatausahaan UPTD RSUD, meliputi perencana€ur/penganggaran,



umum, keuangan, kepegawaian dan pengelolaan administrasi barang
milik daerah.

(3) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dirnaksud pada ayat (2),
Direktur mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. merumuskan program Kerja UPTD RSUD berdasarkan Rencana
strategis (RENSTRA) untuk digunakan sebagai pedoman pelalsanaan
tugas;

b. mengoordinasikan kebijakan dibidang rumah sakit (tata usaha,
pelayanan medik dan keperawatan, penunjang medik dan penunjang
non medik serta pengembangan sumber daya manusia dan
kehumasan) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

c. mengendalikan pemenuhan upaya kesehatan perorangan melalui
pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai
dengan standar pelayanan dan kebutuhan medis;

d. menyelenggarakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia
kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan dalam rangka
peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;

e. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan serta penapisan
teknologi bidang kesehatan dalam ralgka peningkatan pelayanan
kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang
kesehatan;

f. meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan BLUD
dengan memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat dan
sumber daya manusia UPTD RSUD;

g. melaksanakar pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui
kemitraan, promosi dan informasi kesehatan yang dibutuhkan oleh
masyarakat dan gerakan hidup bersih dan sehat;

h. mengkoordinasikan dan/atau kerjasama dengan instansi lain yang
terkait untuk meningkatkan mutu dan mempertahankan standar
pelayanan UPTD RSUD;

i. mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas penunjang urusan
ketatausahaan UPTD RSUD, meliputi perencan€an / penganggaran,
umum, keuangan, kepegawaian dan pengelolaan administrasi barang
milik daerah;

j. membina bawahan sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang
berlaku agar tugas-tugas dapat dilaksanakan secara efektif dan
efisien;

k. mengarahkan bawahan agar pelaksanaan tugas bedalan dengan baik
dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

1. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan target dan
rencana keq'a yang telah ditetapkan agar tepat dan efisien sesuai
dengan tugas yang telah ditentukan;

m. melaporkan pelaksanaan program ke{a sebagai bahan evaluasi
pelaksanaan tugas; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan
baik secara lisan maupun tertulis agar pelaksanaan tugas terlaksana
dengan baik.

Bagian Ketiga
Bagian Tata Usaha

Pasal 6

(1) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di
bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.



(2) Bagran Tata Usaha mempunyai tugas memimpin, merencanakan,
mendistribusikan, menyelenggarakan, mengawasi, evaluasi dan pelaporan
dibidang ketatausahaan.

(3) Bagran Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimalsud
pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan program kefa dan anggaran Bagian Tata Usaha dan
UPTD RSUD berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA);

b. pengoordinasian dan pelaksanaan penyusunan perencanazrn,
penganggaran, dan evaluasi Kine{a di lingkup UPTD RSUD;

c. pengoordinasian dan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan
di lingkup UPTD RSUD;

d. pengoordinasian, pengadaan dan pemeliharaan di bidang administrasi
barang rnilik daerah di lingkup UPTD RSUD;

e. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan administrasi umum dan
administrasi kepegawaian di lingkup UPTD RSUD;

f. pelaksanaan penyediaan jasa penunj€rng urusan pemerintalran
daerah di lingkup UPTD RSUD;

g. pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan Bagran Tata Usaha
BLUD;

h. pelaksanaan pembinaan dan penataan orgaaisasi dan tata laksana
serta kerangka regulasi peraturan perrrndang-undangan di lingkup
UPTD RSUD;

i. pengoordinasian perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan
sumberdaya manusia kesehatan untuk Usaha Kesehatan Perorangan
(UKP) di wilayah Kabupaten; dan

j. pengoordinasian penerbitan ;zln rumah sakit kelas C dan fasilitas
pelayanan kesehatan tingkat daerah Kabupaten.

(41 Dalam menyelenggaralan fungsi 5slagaimana dimaksud pada ayat (3),
Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. merumuskan program kerja dan anggaran Bagran Tata Usaha dan
UPTD RSUD berdasarkan Rencana strategis (RENSTRA) sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

b. mengoordinasikan kebijakan dibidang tata usaha lingkup UPTD
RSUDsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

c. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan,
penganggaran, dan evaluasi Kinerja di lingkup UPTD RSUD;

d. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan administrasi
keuangan di lingkup UPTD RSUD;

e. mengoordinasikan, mengadakan dan memelihara di bidang
administrasi barang milik daerah di lingkup UPTD RSUD;

f. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan administrasi umum
dan administrasi kepegawaian di lingkup UPTD RSUD;

g. melaksanakan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan
daerah di lingkup UPTD RSUD;

h. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayananBagian Tata Usaha
BLUD;

i. melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana
serta kerangka regulasi peraturan perundang-undangan di lingkup
UPTD RSUD;

j. mengoordinasikan dan merencanakan kebutuhan dan
pendayagunaan sumberdaya manusia kesehatan untuk Usaha
Kesehatan Perorangan (UKP) di wilayah kabupaten;

k. mengoordinasikan penerbitan izin rumah sakit kelas C dan fasilitas
pelayanal kesehatan tingkat daerah kabupaten;

l. membina bawahan sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan
yang berlaku agar tugas-tugas dapat dilaksanakan secara efektif dan
efisien;



m. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan target dan
rencana kefa yang telah ditetapkan agar tepat dan efisien sesuai
dengan tugas yang telah ditentukan;

n. melaporkan pelaksanaan program kerja sebagai bahan eva-luasi
pelaksanaan tugas; dan

o. melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan
pimpinan baik secara lisan maupun tertulis agar pelaksanaan tugas
terlaksana dengan baik.

Pasal 7

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bagran Tata Usaha.

(21 Subbagian Umum dan Kepegawai€rn mempunyai tugas merencanakan,
membagi tugas, merancang, menyiapkan, mengelola, melaksanakan,
membimbing, memeriksa, evaluasi dan pelaporan di bidang Umum dan
kepegawaian.

(3) Subbagian Umum dan Kepegawaian Dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :

a. perencanaan kegiatan pen,.usunan ranc€rng.rn Rencana Strategis,
Rencana Ke{a Tahunan/Rencana Kerja Angaran (Renja/RI(A) serta
Penyusunan Perjanjian Kine{a di lingkup Subbagian;

b. pelaksanaan pengelolaan urusan kerumahtanggaan, organisasi dan
ketatalaksanaan serta pen,'usunzrn bahan rancangan peraturan
perundang-undangan dilingkup UPTD RSUD;

c. pelaksanaan perencanaan, pengarnan€rn, penilaian, pengendalian,
penatausahaan, pemanfaatan dan penyusunan laporan barang milik
daerah dilingkup UPTD RSUD;

d. pelaksanaan pengadaan kendaraan dinas jabatan, kendaraan dinas
operasional atau lapangal, mebeler, gedung kantor atau bangunan
lainnya, sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
serta sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan
lainnya;

e. penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak serta
perijinan kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional
atau lapangan;

f. pemeliharaan mebeler, pemeliharaan aset tetap lainnya,
pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya,
sarana dan prasarana gedung kantor atau balgunan lainnya serta
sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan
lainnya;

g. penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor,
peralatan dan perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga, bahan
logistik kantor, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan, bahan / material serta
penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah;

h. pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai, serta
pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya;

i. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pendataan dan pengolahan
administrasi kepegawaian serta sistem informasi kepegawaian di
lingkup UPTD RSUD;

j. peralcangan penJrusunan rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi
untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit dilingkup UPID RSUD;

k. pelaksanaan dan fasilitasi pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis peraturan perundang-undangan;



l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penilaian kinela pegawai serta
penyiapan rancangan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan
Pegawai di lingkup UPTD RSUD;

m. penyediaan jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik, jasa peralatan dan perlengkapan kantor serta jasa
pelayanar umum kantor;

n. penyiapan koordinasi pengendalian dan pengawasan serta tindak
lanjut pengawasan perizinan rumah sakit kelas C dan fasilitas
pelayanan kesehatan lainnya;

o. peningkatan tata kelola rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan
tingkat daerah kabupaten;

p. penyiapan koordinasi perencanaan dan distribusi serta pemerataan
sumber daya manusia kesehatan; dan

q. penyiapan koordinasi pembinaan dan pengawasan sumber daya
manusia kesehatan.

(41 Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai
berikut :

a. merencanakan kegiatan penJrusunan rzrncangan Rencana Strategis,
Rencana Kerja Tahunan / Rencana Keq'a Angaran (Renja/RKA) serta.
Penyusunan Peg'anjian Kineq'a di lingkup Subbagian sesuai dengan
Pedoman Penyusunan Rencana Strategis dan RKA-Perangkat Daerah
sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

b. membagi tugas sesuai dengan kompetensi jabatan bawahan dalam
rangka penyiapan bahan di bidang umum dan kepegawaian agar
pelal<sanaan tugas berjalan lancar dan optimaJ;

c. melaksanakan pengelolaan urusan kerumahtanggaan, organisasi dan
ketatalaksanaan serta penJrusunan bahan ranczrngan peraturan
perundang-undangan dilingkup UPTD RSUD;

d. melaksanakan perencanaan, pengamanan, penilaian, pengendalian,
penatausahaan, pemanfaataa dan penyusunan laporan barang milik
daerah dilingkup UPTD RSUD;

e. melaksanakan pengadaan kendaraan dinas jabatan, kendaraan dinas
operasional atau lapangan, mebeler, gedung kantor atau bangu nan
lainnya, sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
serta sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan
lainnya;

f. menyediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak serta
perijinan kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional
atau lapangan;

g. melaksanakan pemeliharaan mebeler, pemeliharaan aset tetap lainnya,
pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya,
sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya serta
sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan
lainnya;

h. menyediakan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor, peralatan dan perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga,
bahan logistik kantor, barang cetakan dan penggandaan, bahan
bacaan dan peraturan perundang-undangan, bahan/material serta
penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah;

i. melaksanakan peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai,
serta pengadaan pal<aian dinas beserta atribut kelengkapannya;

j. menyiapkan koordinasi dan pelaksanaan pendataan dan pengolahan
administrasi kepegawaian serta sistem informasi kepegawaian di
lingkup UPTD RSUD;

k. menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi
dan peta jabatan ditingkup UPTD RSUD;



1. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penilaian kine{a pegawai
serta penyiapan rancangan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan
Pegawai di lingkup UPTD RSUD;

m. menyediakan jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik, jasa peralatan dan perlengkapan kantor serta jasa
pelayanan umum kantor;

n. menyiapkan koordinasi pengendalian dan pengawasan serta tindak
lanjut pengawasan perizinan rumah sakit kelas C dan fasilitas
pelayanan kesehatan lainnya;

o. meningkatkan tata kelola rumah sakit dan fasilitas pelayanan
kesehatan tingkat daerah kabupaten;

p. menyiapkan koordinasi perencanaan dan distribusi serta pemerataan
sumber daya manusia kesehatan;

q. menyiapkan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan
sumber daya manusia kesehatan;

r. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam rangka
pelaksanaan tugas agar terarah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

s. memeriksa dan mengoreksi konsep dan peke{aan bawahan agar
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

t. mengevaluasi setiap kegiatan bawahan agar pelaksanaan tugas
be{alan dengan baik dan benar sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

u. membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan evaluasi
pelaksanaan tugas;dan

v. melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan
baik secara lisan maupun tertulis agar pelaksanaan tugas terlaksana
dengan baik.

Pasal 8

(1) Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata
Usaha.

(21 Subbagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan, membagi tugas,
merancang, menyiapkan, mengelola, melaksanakan, membimbing,
memeriksa, evaluasi dal pelaporan di bidang Keuangan.

(3) Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :

a. perencanaan kegiatan penyusunan rancangan Rencana Strategis,
Program dan Rencana Keg'a Tahunan / Rencala Kerja Anggaran
(Renja/RKA) serta penyusunan Peq'anjian Kine{a dilingkup
Subbagian;

b. pelaksanaan penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
c. pelaksanaan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN;
d. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verilikasi keuangan

berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keualgan
dilingkup UPTD RSUD;

e. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dilingkup UPTD
RSUD;

f. penyiapan penyusunan laporan keuangan akhir tahun UPTD RSUD;
g. Pengelolaan dan penlapan tanggapan pemeriksaan;
h. Penyiapa-n koordinasi dan penyusunan laporan keuangan

bulanan/triwulan/semesteran UPTD RSUD; dan
i. penyiapan pen,,usunan pelaporan dan analisis progrrosis realisasi

anggaran.
(4) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

Subbrgian Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :



a. merencanakan kegiatan penyusunan rancangan Rencana Strategis,
Program dan Rencana Ke{a Tahunan/Rencana Ke{a Anggaran
(Renja/RKA) serta Penyusunan Pe{anjian Kinerja dilingkup Subbagian
sesuai dengan pedoman penyusunan rencana strategis dan RKA-
Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

b. membagi tugas sesuai dengan kompetensi jabatan bawahan dalam
rangka penyiapan bahan dalam urusan keuangan agar pelaksanaan
tugas be{alan lancar dan optimal;

c. melaksanakan penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
d. melaksanakan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN;
e. melaksanal<an penatausahaan dan pengujian/verifikasi keualgan

berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan
dilingkup UPTD RSUD;

f. menyiapkan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dilingkup UPTD
RSUD;

g. menyiapkan penJrusunan laporan keuangan akhir tahun UPTD RSUD'
h. mengelola dan menyiapkan tanggapan pemeriksaan;
i. menyiapkan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan

bulanan/triwulan/ semesteran UPTD RSUD;
j. menyiapkan penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi

anggaran;
k. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam rangka

pelaksanaan tugas agar terarah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

l. memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan bawahan agar sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

m. mengevaluasi setiap kegiatan bawahan agar pelaksanaan tugas
beq'alan dengan baik dan benar sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

n. membuat laporal pelalsanaan kegiatan sebagai bal.an evaluasi
pelaksanaan tugas; dan

o. melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan
baik secara lisan maupun tertulis agar pelaksanaan tugas terlaksana
dengan baik.

Pasa-l 9

(1) Subbagian Perencalaan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bagran Tata Usaha.

(21 Subbagan Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas merencanakan,
membagi tugas, merancang, menyiapkan, mengelola, melaksanakan,
membimbing, memeriksa, evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan
dan pelaporan.

(3) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimalsud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
a. perencanaan kegiatan penyusunan rancangan Rencana Strategis,

Program dan Rencana Ke{a Tahunan/Rencana Ke{a Anggaran
(Renja/ RKA) serta pen5rusunan Pe{anjian Kinerj a dilingkup Subbagian ;

b. penyiapan koordinasi dal penyusunan rancangan dokumen
perencanaan (Rencana Strategis (renstra), renczuta kerja (renja),laporan
Standar Pelayanan Minimal (SPM)dan Penetapan Kinerja) di lingkup
UPTD RSUDsesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

c. penyiapankoordinasi dan penyusunan dokumen Rencana Kerja
Anggaran (RKA) di lingkup UPTD RSUD;

d. penyiapan koordinasi dan penl'usunan dokumen Perubahan Rencana
Keq'a Anggaran (Perubahan-RKA) di lingkup UPTD RSUD;



e. penyiapan koordinasi dan penyusunan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) di lingkup UPTD RSUD;

f. penyiapan koordinasi dan penyusunan Perubahan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (Perubahan-DPA) di lingkup UPID RSUD;

g. penyiapan rancangzrn laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi
kineq'a (l,aporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP),
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), dan Laporan
Realisasi Fisik dan Keuangan) dilingkup UPTD RSUDsesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

h. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan evaluasi kinerja UPTD RSUD.
(4) Dalam menyelenggarakan fungsisebagaimana dimalsud pada ayat (3),

Subbagan Perencanaan dan Pelaporan mempunyai uraian tugas sebagai
berikut :

a. merencanakan kegiatan penyusunan rancangan Rencana Strategis,
Program dan Rencana Ke4'a Tahunan/Rencana Kerja Anggaran
(Renja/RKA) serta Penyusunan Pery'anjian Kineda dilingkup
Subbagian sesuai dengan pedoman penyusunan rencana strategis
dan RKA-Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam melaksanakan
tugas;

b. membagi tugas sesuai dengan kompetensi jabatan bawahan dalam
rangka penyiapal bahan penyusunan rancangan Rencana Strategis,
Program dan Rencana Ke{a Tahunan / Rencana Kerja
Anggaran / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan
pelaporan agar pelaksanaan tugas be{alan lancar dan optimal;

c. menyiapkan rancangan dokumen perencanaan (Rencana Strategis
(renstra), rencana kerja (renja) dan Penetapan Kine{a) di lingkup
UPTD RSUDsesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

d. menyiapkan koordinasi dan penyusunan dokumen Rencana Kerja
Anggaran (RKA) di lingkup UPTD RSUD;

e. menyiapkan koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan
Rencana Kefa Anggaran (Perubahan-RKA) di lingkup UPTD RSUD;

f. menyiapkan koordinasi dan penyusunan Dokumen Pelal<sanaan
Anggaran (DPA) di lingkup UPTD RSUD;

g. menyiapkankoordinasi dan penyusunan Perubahan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (Perubahan-DPA) di lingkup UPTD RSUD;

h. menyiapkan koordinasi dan menyusun rzrncangan laporan capaian
kineq'a dan ihtisar realisasi kineda (la.poran Akuntabilitas Kineq'a
Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (LPPD), laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan
Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan) dilingkup UPTD RSUD sesuai
ketentual peraturan perundang-undangan;

i. menyiapkankoordinasi dan pelaksanaan evaluasi kine{aUPTD RSUD;
j. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam rangka

pelaksanaan tugas agar terarah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

k. memeriksa dan mengoreksi konsep dan peke4'aan bawahan agar
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

1. mengevaluasi setiap kegiatan bawahan agar pelaksanaan tugas
beg'alan dengan baik dan benar sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

m. membuat laporan pelaksanaan kegiatal sebagai bahan evaluasi
pelaksanaan tugas; dal

n. melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan
pimpinan baik secara lisal maupun tertulis agar pelaksanaan tugas
terlaksana dengan baik.

Bagran Keempat
Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan



Pasal 10

(l) Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

(2) Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), mempunyai tugas merencanakan operasional, melaksanakan
pelayanan, kendali mendistribusikan tugas, mengawasi, evaluasi dan
pelaporan di bidang pelayanan medik dan keperawatan.

(3) Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

a. perenc.rnaan operasional pada Bidang berdasarkan Rencana Strategis
(RENSTRA) untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. penyiapan penJmsunan perenc€rnzran pemberian pelayanan medik
dan Keperawatan;

c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pelayanan medik dan
Keperawatan;

d. penyediaan layanan kesehatan untuk Usaha Kesehatan Perorangan
(UKP) rujukan tingkat Daerah;

e. pelalsanaan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD lingkup
pelayanan medik dan keperawatan; dal

f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kendali mutu, kendali biaya,
dan keselamatan pasien dibidang pelayanan medik dan keperawatan.

(4) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan mempunyai uraian tugas
sebagai berikut :

a. merencanakan operasional pada Bidang berdasarkan Rencana
Strategis (RENSTRA) untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

b. mendistribusikan tugas sesuai dengan fungsi dan kompetensi jabatan
bawahan dalam rangka penlapan balan dibidang pelayanan medik
dan keperawatan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan
optimal;

c. menyiapkan penyusunan perenczrnaan pemberian pelayanan medik
dan Keperawatan;

d. menyiapkan koordinasi dan pelaksanaan pelayanan medik dan
Keperawatan;

e. menyedialan layanan kesehatan untuk Usaha Kesehatan Perorangan
(UKP) rujukan tingkat Daerah;

f. melaksanakan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD lingkup
pelayanan medik dan keperawatan;

g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kendali mutu, kendali
biaya, dan keselamatan pasien dibidang pelayanan medik dan
Keperawatan;

h. mengawasi dan mengarahkan bawahan agar pelaksanaan tugas
berjalan dengan baik dan benar sesuai ketentuan peratura-n
perundang-undangan;

i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan target dan
rencana ke{a yang telah ditetapkan agar tepat dan elisien sesuai
dengan tugas yang telah ditentukan;

j. melaporkan pelaksanaan program kerja sebagai bahan evaluasi
pelaksanaan tugas; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan
pimpinan baik secara lisan maupun tertulis agar pelaksanaan tugas
terlaksana dengan baik.



Pasal 11

(1) Seksi Pelayanan Medik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Medik
dan Keperawatan.

(2) Seksi Pelayanan Mediksebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
tugas merencanakan kegiatan, membagi tugas, melaksanakan,
membimbing memeriksa, mengoreksi, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan dibidang Pelayanan Medik.

(3) Seksi Pelayaaan Medik dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), menyelen fungsi :

a. perencana€rn kegiatan pen5rusunan Rencana Kerja Seksi berdasarkan
Rencana Strategis UPTD RSUD dan sesuai dengan Pedoman
Penyusunan RKA- Perangkat Daerah;

b. penyiapan penyusunan perencanaErn pemberian pelayanan medik
(medik umum, spesialis dan subspesialis);

c. pelaksanaan pengelolaan pelayananmedik kesehatan ibu hamil, ibu
bersalin, bayi baru lahir dan balita;

d. pelalsanaan pengelolaan pelayananmedik kesehatan pada usia
pendidikan dasar, usia produktif dan usia lanjut;

e. pelaksanaan pengelolaan pelayananmedik kesehatan penderita
hipertensi dan penderita diabetes melitus;

f. pelaksanaan pengelolaan pelayanan medik kesehatan jiwa dan
NAPZA, Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK), orang
dengan gangguan jiwa berat, orang terduga tuberkulosis dan orang
dengan risiko terinfeksi HIV;

C. pelaksanaan pengelolaan pelayanan medik kesehatan bagi penduduk
pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dan kesehatan bagi
penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau
berpotensi bencana;

h. pelaksanaan pengelolaan surveilans kesehatan dan upaya kesehatan
khusus;

i. penyediaan telemedicine di fasilitas pelayanan kesehatan; dan
j. pelaksanaan pemarrtauan dan evaluasi kendali mutu, kendali biaya,

dan keselamatan pasien dibidang pelayanan medik.
(4) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

Seksi Pelayanan Medik mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. merencanakan kegiatan penyusunan Program dan Rencana Kerja

Tahunal/Rencana Kerja Anggaran Seksi berdasarkan Rencana
Strategis UPTD RSUD dan sesuai dengan pedoman penyusunan RKA-
Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

b. membagi tugas sesuai dengan fungsi dan kompetensi jabatan
bawa-han dalam rangka penyiapan bahan dibidang pelayanan medik
agar pelaksanaan tugas be{alan lancar dan optimal;

c. menyiapkan penyusunan perencanaan pemberian pelayanan medik
(medik umum, spesialis dan subspesialis);

d. melaksanakan pengelolaan pelayanan medik kesehatan ibu hamil,
ibu bersalin, bayi baru lahir dan balita;

e. melaksanakan pengelolaan pelayanan medik kesehatan pada usia
pendidikan dasar, usia produktif dan usia lanjut;

f. melaksanakan pengelolaan pelayanan medik kesehatan penderita
hipertensi dan penderita diabetes melitus;

C. melaksanakan pengelolaan pelayanan medik kesehatan jiwa dan
NAPZA, Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK), orang
dengan gangguan jiwa berat, orang terduga tuberkulosis dan orang
dengan risiko terinfeksi HIV;



h. melaksanakal pengelolaa-n pelayanan medik kesehatan bagr
penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)dan kesehatan bagi
penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau
berpotensi bencana;

i. melaksanakan pengelolaan surveilans kesehatan dan upaya
kesehatan khusus;

j. menyediakan telemedicine di fasilitas pelayanan kesehatan;
k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kendali mutu, kendali

biaya, dan keselamatan pasien dibidang pelayanal medik;
l. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam rangka

pelaksanaan tugas agar terarah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

m. memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan bawahan agar
sesuai dengan ketentual peraturan perundang-undangan;

n. mengevaluasi setiap kegiatan bawahan agar pelaksanaan tugas
be{alan dengan baik dan benar sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

o. membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan evaluasi
pelaksanaan tugas; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan
pimpinan baik secara lisan maupun tertulis agar pelaksanaan tugas
terlaksana dengan baik.

Pasal 12

(1) Seksi Pelayalan Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yatg
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan
Medik dan Keperawatan.

(2) Seksi Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas merencanakan kegiatan,
membag tugas, melaksanakan, membimbing memeriksa, mengoreksi,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Pelayanan Keperawatan,

(3) Seksi Pelayanan Keperawatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), menyelenggaralan fungsi :

a. perencanaan kegiatan penyusunan Rencala Kerja Seksi berdasarkan
Rencana Strategis UPTD RSUD dan sesuai dengan Pedoman
Penyusunan RKA- Perangkat Daerah;

b. penyiapan penJrusunan perencanaan pemberian pelayanan
keperawatan(asuhan keperawatan generalis dan/atau asuhan
keperawatan spesialis) ;

c. pelaksanaan pengelolaan pelayanankeperawatan kesehatan ibu
hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir dan balita;

d. pelaksanaan pengelolaan pelayanan keperawatan kesehatan pada
usia pendidikan dasar, usia produktif dan usia lanjut;

e. pelaksanaan pengelolaan pelayanan keperawatan kesehatan
penderita hipertensi dan penderita diabetes melitus;

f. pelaksanaan pengelolaan pelayanan keperawatan kesehatan jiwa dan
NAIZA,orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK), orang dengaa
gangguan jiwa berat, orang terduga tuberkulosis dan orang dengan
risiko terinfeksi HIV;

C. pelaksanaan pengelolaan pelayanankeperawatan kesehatal bagt
penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dan kesehatan
bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau
berpotensi bencana;

h. pengelolaan pelayanan keperawatan kesehatan gizi masyarakat,
kesehatan keq'a dan olah raga;

i. pelaksanaan pengelolaan surveilans kesehatan dan upaya kesehatan
khusus;



j. pelalsanaan penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan
keperawatan kesehatan rujukan; dan

k. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, kendali mutu, kendali biaya,
dan keselamatan pasien dibidang pelayanan keperawatan.

(4) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Seksi Pelayanan Keperawatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. merencarakan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Seksi berdasarkan
Rencana Strategis UPTD RSUD dan sesuai dengan Pedoman
Penl'usunan RKA-Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam
melaksanakan tugas;

b. membagi tugas sesuai dengan fungsi dan kompetensi jabatan bawahan
dalam rangka penyiapan bahan dibidang pelayanan keperawatan agar
pelaksanaan tugas berjalan lancar dan optimal;

c. penyiapan penyusunan perencanaan pemberian pelayanan
keperawatan (asuhan keperawatan generalis dan/atau asuhan
keperawatan spesialis) ;

d. melaksanakan pengelolaan pelayanan keperawatan kesehatan ibu
hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir dan balita;

e. melaksanakan pengelolaan pelayanan keperawatan kesehatan pada
usia pendidikan dasar, usia produktif dan usia lanjut;

f. melal<sanakan pengelolaan pelayanal keperawatan kesehatan
penderita hipertensi dan penderita diabetes melitus;

g. melaksanakan pengelolaan pelayanan keperawatan kesehatan jiwa dan
NAPZA, orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK), orang dengan
gangguan jiwa berat, orang terduga tuberkulosis dan orang dengan
risiko terinfeksi HIV;

h. melaksanakan pengelolaan pelayanan keperawatan kesehatan bagr
penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dan kesehatan bagi
penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau
berpotensi bencana;

i. mengelola pelayanan keperawatan kesehatal gzt masyarakat,
kesehatan kerja dan olah raga;

j. melaksanakan pengelolaan surveilans kesehatan dan upaya kesehatan
khusus;

k. melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan
keperawatan kesehatan rujukan; dan

1. melaksanakan pemantauan dan evaluasi, kendali mutu, kendali biaya,
dan keselamatan pasien dibidang pelayanan keperawatan;

m. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam rangka
pelaksanaan tugas agar terarah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

n. memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan bawahan agar
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangal;

o. mengevaluasi setiap kegiatan bawahan agar pelaksanaan tugas
be{alan dengan baik dan benar sesuai ketentuan peratur€rn
perundang-undangan;

p. membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan evaluasi
pelaksanaan tugas; dan

q. melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan
baik secara lisan maupun tertulis agar pelaksalaan tugas terlaksana
dengan baik.



Bagian Kelima
Bidang Penunjang Medik dan Non Medik

(1) Bidang Penunjang Medik dan Non Medik dipimpin oleh seoralg Kepala
Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

(21 Bidang Penunjang Medik dan Non Medik mempunyai tugas merencanakan
operasional, melaksanakan pelayanan, mendistribusikan tugas,
mengawasi, evaluasi dan pelaporan di bidang penunjang medik dan non
medik serta rekam medik.

(3) Bidang Penunjang Medik dan Non Medik dalam melalsanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
a. perencanaan operasional pada Bidang berdasarkan Rencana

Strategis (RENSTRA) untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

b. penyusunan rencana pemberian pelayanan penunjang medis dan non
medis, pelayanan rekam medis dan pelaporan;

c. koordinasi dan pelaksanaan pelayanan penunjang medis dan non
medis, pelayanan rekam medis dan pelaporan;

d. penyediaan fasilitas peLayanan kesehatan untuk Usaha Kesehatan
Perorangan (UKP) kewenangan Daerah;

e. pelaksanaan pelayanan dan penunjang pelayanan BlUDpenunjang
medik dan non medik;

f. pelaksanaanpelayanankefarmasian;
g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, kendali mutu, kendali biaya,

dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjalg medis dan
non medis; dan

h. pengelolaan rekam medis dan pelaporan.
{41 Dalam menyelenggarakan fungsisebagaimana dimaksud pada ayat (3),

Kepala Bidang Penunjang Medik dan Non Medik mempunyai uraian tugas
sebagai berikut :

a. merencanalan operasional pada Bidang berdasarkan Rencana
Strategis (RENSTRA) untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

b. mendistribusikan tugas sesuai dengan fungsi dan kompetensi
jabatan bawahan dalam rangka penyiapan bahan dibidang
penunjang medik dan non medik agar pelaksanaan tugas berjalan
lancar dan optimal;

c. penyusunan rencana pemberian pelayanan penunjang medik dan
non medik, pelayanan rekam medik dan pelaporan;

d. koordinasi dan pelaksanaan pelayanan penunjang medik dan non
medik, pelayanan rekam medik dan pelaporan;

e. menyediakan fasilitas pelayanal kesehatan untuk Usaha Kesehatan
Perorangan (UKP) kewenangan Daerah;

f. melaksanakan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD bidang
penunjang medik dan non medik;

g. melaksanakanpelayanan kefarmasian;
h. melalsanakan pemantauan dan evaluasi, kendali mutu, kendali

biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang medik
dan non medik;

i. mengelola rekam medik dan pelaporan;
j. mengawasi dan mengarahkan bawahan agar pelaksanaan tugas

bedalan dengan baik dan benar sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

k. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkal target dan
rencana keq'a yang telah ditefaFkan agar tepat dan efisien sesuai
dengan tugas yang telah ditentukan;

Pasal 13



I

m

melaporkan pelaksanaan Program
pelaksanaan tugas; dan
melaksanakan tugas kedinasan

kerja

lain

sebagai bahan evaluasr

berdasarkan penugasan
pimpinan baik secara lisan maupun tertulis agar pelaksanaan tugas
terlaksana dengan baik.

Pasal 14

(1)

(2\

(3)

(4)

Seksi Penunjang Medik dan Non Medik dipimpin oleh seorang 49Pd"
Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Penunjang Medik dan Non Medik'
Seksi Penunjang Medik dan Non Medik mempunyai tugas merencanakan
kegiatan, menrbagi tug,as, rrrclaksaiiallan, menbimbing memeriksa,
mengoreksi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang penunjang
medik dan non medik.
Seksi Penunjang Medik dan Non Medik dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakatt fungsi :

a. -p.r..r""t 
"rtt kegiatan penyusunan rencana kerja seksi berdasarkan

R.n"rt " Strategis UPTD RSUD dan sesuai dengan Pedoman

Penlmsunan RKA-Perangkat Daerah;
b. penyiapan penyusunan perencanaan pemberian pelayanal

penunjang medik;
c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pelayanan penunjang medik

ipenunjang medik spesialis, sub spesialis dan penunjang medik
lainnya);

d. pelaksanaan pelayanan non medik, terdiri dari : laundry/binatu,
pengolahan makanan, dan pemulasaran lenazah;

e. pelaksanaa-n pelal'anan penrrn-ianq medik, terdiri dari : pelayanan
laboratorium, radiologi, BDRS, CSSD);

f. pelaksanaan pengadaan bahan-bahan kefarmasian meliputi : obat,
vaksin dan bahan habis Pakai;

g. pelaksanaan pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan;
h. pelaksanaan pengelolaan rekam medis dan pelaporan; dan
i. pelaksanaan pemuurtaual dan evaluasi, kendali mutu, kendali biaya,

dan keselamatan pasien dibidang pelayanan penunjang medik.
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

Seksi Penunjang Medik dan Non Medik mempunyai uraian tugas sebagai
berikut :

a. merencanakan kegiatan pen5rusunan Rencana Kerja Seksi
berdasarkan Rencana Strategis UPID RSUD dan sesuai dengan
Pedoman Penyusunan RKA-Perangkat Daerah sebagai pedoman
dalam melaksanakan tugas;

b. membagi tugas sesuai dengan fungsi dan kompetensi jabatan
bawahan cialam rangka penyiapan bahan dibidang penunjang medik
dan non medik agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan optimal;

c. menyiapkan penyusunEm perencanaan pemberian pelayanan
penunjang medik dan non medik;

d. menyiapkan koordinasi dan pelaksanaan pelayanan penunjang medik
(penunjang medik spesialis, sub spesialis dan penunjang medik
lainnya);

e. melaksanakan pelayanan non medik, terdiri dari : laundry/binatu,
pengolahan makanan, dan pemulasaran jenazah;

f. melaksanakan pelayanan penunjang medik, terdiri dari : pelayanan
laboratorium, radiologi, BDRS, CSSD) ;

g. melaksanakan pengadaan bahan-bahan kefarmasian meliputi : obat,
vaksin dan bahan habis pakai;

h. melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan;



i
j

melaksanakan pengelolaan rekam medis dan pelaporan;
melaksanakan t tta.fi mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien

dibidang pelayanan penunjang medik dan non medik;
melaksinakan pemantauan dan evaluasi pelayanan penunjang medik

dan non medik;
membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam rangka
pelaksanaan tugas agar terarah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;
memeriksi dan mengoreksi konsep dan peke{aan bawahan agar

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undalgan;
mengevaluasi setiap kegiatan bawahan agar pelaksanaan tugas
bedalan dengan baik dan benar sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;
membuat 

- lapora; pelaksanaan kegiatan sebagai bahan evaluasi
pelaksanaan tugas; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan

pimpinan baik secara lisan maupun tertulis agar pelaksanaan tugas
terlaksana dengan baik.
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Pasal 15

(1)

(2\

(3)

Seksi Sarana Prasarana dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Penunjang Medik dan Non Medik.
seksi Sarana Prasarana dan Logistikmempunyai tugas merencanakan
kegiatan, membagi tugas, melaksanakan, membimbing memeriksa,
mengor-eksi, peinaiitaliarl, evalii-.si'ia'n peizipcran dibidang sarana
prasarana dan logistik.
Seksi Sarana Prasarala dan logistik dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :

". 
pJ..rr.an"an kegiatan penyusunan rencana kerja seksi berdasarkan
i..r""nu strategis UPID RSUD dan sesuai dengan pedoman
penyusunan RKA- Perangkat daerah;

b. penyiapan pembangunan rumah sakit beserta sarana dan prasarana
pendukungnya, fasilitas kesehatan lainnya dan rumah dinas tenaga
kesehatan;

c. penyiapan pengembangan rumah sakit danfasilitas kesehatan lainnya;
d. pelaksanaan iehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit,fasilitas

kesehatan lainnya danrumah dinas tenaga kesehatan;
e. pelaksanaan pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan,

!.""*"t " dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan danalat
-kesehatan./ alat penunjarq medik fa'"ilitas pelayanan kesehatan,
peralatan dan mesin lainnya serta pengadaan aset tetap lainnya;

f. pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi;
g. pelaksanaan pemeliharaansarana fasilitas pelayanan kesehatan,- p.a""."rra dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan, dan

pemeliharaanrutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik
fasilitas pelayanan kesehatan sertaperalatan dan mesin lainnya; dan

h. pelaksanaan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan
perizinan alat besar.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

Seksi Sarana Prasarana dan Logistik mempunyai uraian tugas sebagai
berikut :

a. merencanakan kegiatan penyusunan rencana kerja Seksi
berdasarkan Rencana Strategis UPTD RSUD dan sesuai dengan
Pedoman Penyusunan RKA-Perangkat Daerah sebagai pedoman
dalam melaksanakan tugas;

(4)



b. membagi tugas sesuai dengan fungsi dan kompetensi jabatan
bawahan dalam rangka penyrapan bahan dibidang penunjang medik
dan penunjang non medik agar pelaksanaan tugas berjalan lancar
dan optimal;

c. menyiapkan pembalgunan rumah sakit beserta sarana dan
prasarana pendukungrrya, fasilitas kesehatan lainnya dan rumah
dinas tenaga kesehatan;

d. menyiapkan pengembangan rumah sakit danfasilitas kesehatan
lainnya;

e. melaksanakan rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit,fasilitas
kesehatan lainnya dan rumah dinas tenaga kesehatan;

f. melaksanakan pengadaansarana fasilitas pelayanan kesehatan,
prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan danalat
kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan,
peralatan dan mesin lainnya serta pengadaan aset tetap lainnya;

C. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaal alat kalibrasi;
h. melaksanakan pemeliharaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan,

prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan,
pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik
fasilitas pelayanal kesehatan sertaperalatan dan mesin lainnya;

i. melaksanakan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan
dan perizinan alat besar;

j. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam rangka
pelaksanaan tugas agar terarah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

k. memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan [sqzafuarr agar
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

1. mengevaluasi setiap kegiatan bawahan agar pelaksanaan tugas
beq'alan dengan baik dan benar sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

m. membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan evaluasi
pelaksanaan tugas; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan
pimpinan baik secara lisan maupun tertulis agar pelaksanaan tugas
terlaksana dengan baik.

Bagran Keenam
Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kehumasan

Pasal 16

(1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kehumasan dipimpin
oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Direktur.

(2) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kehumasan
sebaga imana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas merencanakan
operasional, melalsanakan pelayanan, mendistribusikan tugas,
mengawasi, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sumber daya
manusia, penelitian, diklat dan kehumasan.

(3) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kehumasal dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
menyelenggarakan fungsi:
a. perencana.rn operasional pada Bidang berdasarkan Rencana

Strategis (RENSTRA) untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

b. penyusunnn perenczrnaan pelayanan di bidang pengembangan
sumber daya manusia dan kehumasan;



c. pengoordinasian danpenyelenggaraan sistem informasi secara
terintegrasi;

d. pelaksanaan pengembangal mutu dan peningkatan kompetensi
teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat Daerah;

e. pelal<sanaarr sehat dalam rangka promotif preventif tingkat Daerah;
f. Pelaksanaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanal BLUD bidang

pengembangan sumber daya manusia dan kehumasan;
g. pengoordinasian pelayanan keprotokolan dan hubungan

kemasyarakatan UPTD RSUD;
h. pengoordinasian pelaksanaan kerjasama dan hubungan

kemitraandengan berbagai pihak terkait di bidang pengembangan
sumber daya manusia dan hubungan kemasyarakatan UPTD RSUD;
dan

i. pemantauan dan evaluasi pelayanan penunjang pengembangan
sumber daya manusia dal kehumasan.

(41 Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kehumasan
mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. merencanakan operasional pada Bidang berdasarkan Rencana
Strategis (RENSTRA) untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

b. mendistribusikan tugas sesuai dengan fungsi dan kompetensi
jabatan bawahan dalam rangka penyiapan bahan dibidang
pengembangan sumber daya manusia dan kehumasan agar
pelaksanaan tugas beq'alan lancar dan optimal;

c. menyusun perencanaan pelayanan di bidang pengembangan sumber
daya manusia dan kehumasan;

d. mengoordinasikan danmenyelenggarakan sistem informasi secara
terintegrasi;

e. melaksanakan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi
teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat Daerah;

f. melaksanakan sehat dalam rangka promotif preventif tingkat Daerah;
g. melaksanakan Pelayanan dan Penunjang pelayanan BLUD bidang

pengembangan sumber daya manusia dan kehumasan;
h. mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan keprotokolan dan

hubungan kemasyaralatan UPID RSUD;
i. mengoordinasikan pelaksanaan kerjasama dan hubungan

kemitraandengan berbagai pihak terkait di bidang pengembangan
sumber daya manusia dan hubungan kemasyarakatan UPTD RSUD;

j. pemantauan dan evaluasi pelayanan penunjang pengembangan
sumber daya manusia dan kehumasan;

k. mengawasi dan mengarahkan bawahan agar pelaksanaan tugas
be{alan dengan baik dan benar sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

1. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan target dan
rencana kerja yang telah ditetapkan agar tepat dan efisien sesuai
dengan tugas yang telah ditentukan;

m. melaporkan pelaksanaan program kerja sebagai bahan evaluasi
pelaksanaan tugas; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan
pimpinan baik secara lisan maupun tertulis agar pelaksanaan tugas
terlaksana dengan baik.

Pasal 17

(1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian
dipimpin oleh seor€rng Kepala Seksi yalg berada di

dan Diklat
bawah dan



(2)

(3)

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya
Manusia dan Kehumasa-n.
Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia, penelitial dan Diklat
sebagaimana dimaksud pada ayat (l), mempunyai tugas melaksanakan
perencana€rn kegiatan, membagr tugas, melaksanakan, membimbing
memeriksa, mengoreksi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang
pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan diklat.
Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia, penelitian dan Diklat dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {211,
menyelenggarakan fungsi :

a. perencanaan kegiatan pen5rusunan Rencana Kerja Seksi berdasarkan
Rencana Strategis UPTD RSUD dan sesuai dengan pedoman
Penyusunan RKA- Perangkat Daerah;

b. penyiapan penyusun.rn perencanaan pelatihan formal dan non formal
untuk tenaga medik, keperawatan dan administrasi;

c. penlapan pelaksanaan pemenuhan kebutuhan,pengembangan mutu
dan peningkatan kompetensi telmis sumber daya manusia liesehatan
sesuai standarsecara be{enjang dan berkelanjutan bagi tenaga
medik, keperawatan dan tenaga administrasi;

d. penyiapan kerjasama pelatihan dengan institusi/lembaga pelatihan
dalam peningkatan SDM;

e. pelaksanaan orientasi umum dan khusus untuk tenaga baru di
lingkungan UPTD RSUD;

f. pelaksanaan dan fasilitasi pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis peraturan perundang-undangan;

C. pelaksanaan Pengelolaan Penelitian Kesehatan;
h. pelaksanaan penghitungan kebutuhan dan pemutalhiran data SDM

tenaga medik, keperawatan dan administrasi melalui Sistem
Informasi sumber daya manusia kesehatan (SISDMK);

i. Pelaksanaan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia
kesehatan sesuai standar; dan

j. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengembangan sumber daya
manusia, penelitian dal diklat.

Dalal menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia, penelitian dan Diklat
mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. merencanakan kegiatan pen)'usunan Rencana Kerja Seksi
berdasarkan Rencana Strategis UPID RSUD dan sesuai dengan
Pedoman Penyusunan RKA-Perangkat Daerah sebagai pedoman
dalam melaksanakan tugas;

b. membagi tugas sesuai dengan fungsi dan kompetensi jabatan
bawahan dalam rangka penyiapan bahan dibidang pengembangan
sumber daya manusia, penelitian dan diklat agar pelaksanaan tugas
be{alan lancar dan optimal;

c. menyiapkan penyusunan perencanaan pelatihan formal dan non
formal untuk tenaga medik, keperawatan dal administrasi;

d. menyiapkan pelaksanaan pemenuhan kebutuhan,pengembangan
mutu dan peningkatan kompetensi telqxis sumber daya manusia
kesehatan sesuai standarsecara beq'enjang dan berkelanjutan bagi
tenaga medik, keperawatan dan tenaga administrasi;

e. menyiapkan kerjasama pelatihan dengan institusi/lembaga pelatihan
dalam peningkatan SDM;

f. melaksanakan orientasi umum dan khusus untuk tenaga baru di
lingkungan UPTD RSUD;

g. melaksanakan dan fasilitasi pendidikan dan pelatihan, sosialisasi
dan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan;

h. melaksanakan Pengelolaan Penelitian Kesehatan;

(4)



i. melaksanakan penghitungan kebutuhan dan pemutalhiran data
SDM tenaga Medik, Keperawatan dan administrasi melalui Sistem
Informasi sumber daya manusia kesehatan (SISDMK);

j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengembangan sumber
daya manusia, penelitian dan diklat;

k. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam rangka
pelaksanaan tugas agar terarah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

1. memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan bawahan agar
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

m. mengevaluasi setiap kegiatan bawahan agar pelaksanaan tugas
be4'alan dengan baik dan benar sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

n. membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan eva-luasi
pelaksanaan tugas; dan

o. melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan
pimpinan baik secara lisan maupun tertulis agar pelaksanaan tugas
terlaksana dengan baik.

Pasal 18

(1) Seksi Hubungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Pengembangan Sumber Daya Malusia dan Kehumasan.

12) Seksi Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kegiatan, membagi tugas,
melal<sanakan, membimbing memeriksa, mengoreksi, pemantauan,
evaluasi dan pelaporan dibidang hubungan masyarakat.

(3) Seksi Hubungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

a. perenernaan kegiatan penJrusunan Rencana Keq'a Seksi berdasarkan
Rencana Strategis UPID RSUD dan sesuai dengan Pedoman
Penyusunan RKA- Perargkat Daerah;

b. penyiapan koordinasi dan fasilitasi kunjungan tamu dan tugas-tugas di
bidang keprotokolan UPTD RSUD;

c. pelaksanaan pengelolaan promosi kesehatan yang dilakukan sesuai
kebutuhan;

d. pelaksalaan pengelolaan data dan informasi kesehatan serta
pelaksanaan sistem informasi pemerintahan berbasis elektronik pada
UPTD RSUD;

e. penyiapan pengadaan alat/perangkat sistem informasi kesehatan dan
jaringan internet;

f. pelaksanaan peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi,
kemitraan dan pemberdayaan masyarakat terkait pelalsanaan fungsi
juru bicara UPTD RSUD;

g. penyiapan penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup
bersih dan sehat;

h. penghimpunan dan pengelolaan informasi yang bersifat penting dan
mendesak sesuai kebutuhan UPTD RSUD;

i. pelaksanaan dokumentasi dan publikasi kegiatan UPTD RSUD baik
internal maupun eksternal; dan

j. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelayanan hubungan
masyarakat.

(4) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Seksi Hubungan Masyarakat mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. merencanakan kegiatan penJrusunan Rencana Ke{a Seksi
berdasarkan Rencana Strategis UPTD RSUD dan sesuai dengan



Pedoman Penyusunan RKA-Perangkat Daerah sebagai pedoman
dalam melaksanakan tugas;

b. membr$ tugas sesuai dengan fungsi dan kompetensi jabatan
bawahan dalam rangka penyiapan bahan dibidanghubungan
masyarakat agar pelaksanaan tugas be4'alan lancar dan optimal;

c. menyiapkan koordinasi dan fasilitasi kunjungan tamu dan tugas-
tugas di bidang keprotokolal UPTD RSUD;

d. melaksanakan pengelolaan promosi kesehatan yang dilakukan sesuai
kebutuhan;

e. melaksanakan pengelolaan data dan informasi kesehatan serta
pelaksanaan sistem informasi pemerintahan berbasis elektronik pada
UPTD RSUD;

f. menyiapkan pengadaan alat/perangkat sistem informasi kesehatan
dan jaringan internet;

g. melaksanakan peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi,
kemitraan dan pemberdayaan masyarakat terkait pelaksanaan fungsi
juru bicara UPTD RSUD;

h. menyiapkaa penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup
bersih dan sehat;

i. menghimpun dan mengelola informasi yang bersifat penting dan
mendesak sesuai kebutuhan UPTD RSUD;

j melaksanakan dokumentasi dan publikasi kegiatan UPTD RSUD baik
internal maupun eksternal;

k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelayanan hubungan
masyarakat;

1. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam rangka
pelaksanaan tugas agar terarah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

m. memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan bawahan agar
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

n. mengevaluasi setiap kegiatan bawahan agar pelaksanaan tugas
beq'alan dengan baik dan benar sesuai ketentuan peratur€ul
perundang-undangan;

o. membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan evaluasi
pelaksanaan tugas; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan
pimpinan baik secara lisan maupun tertulis agar pelaksanaan tugas
terlaksana dengan baik.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 19

(l) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas UPTD RSUD sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional
yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan
sifat dan keahliannya.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional senior
selaku ketua kelompok, yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Direktur.

(4) Jumlah Jabatan Fungsional, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan
beban keqia.

(5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut diatur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB V
TATA KERJA

Pasal 2O

(1) Direktur dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta
bidang kepegawaial s6fagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3)
bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

12) Pertanggungiawaban sebagaimeura dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan
melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan
danbarang milik Daerah serta bidang kepegawaian UPID RSUD.

Pasal 2 1

(1) UPTD RSUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memiliki otonomi
dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang
kepegawaian.

(21 Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang mifik Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan,
dan pertangggungiawaban keuangan serta penggunaan dan
penatau sahaan barang milik Daerah.

(3) Dalam pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) UpTD
RSUD w4jib menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan
umum Daerah.

(41 Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(l)dilaksanakan melalui ketentuan :

a. Direktur dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian Aparatur Sipil Negara kepada pejabat yang berwenang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Direktur memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan
Aparatur Sipil Negara terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dalam
jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. Direktur memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan
pegawai di lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 22

(1) Direktur wajib melaksanakan sistem pengawasan internal di lingkup
UPTD RSUD.

(21 Dalam melaksanakan tugasnya Direktur, Kepala Bagran, Kepala Bidang
Kepala Subbagian, Kepala Seksi, serta Pejabat Fungsional w4jib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi
baik intern maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas
pokok masing-masing.

(3) Setiap kepala satuan organisasi dan kepala satuan unit organisasi wajib
mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggungiawab pada atasan
langsung serta memimpin, mengoordinasikan bawahannya, memberikan
bimbingandan menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

(41 l,aporan sqlagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diolah dipergunakan
sebagai bahan perumusan kebijakan teknisUPTD RSUD.

BAB VI
JABATAN

Pasal 23

(1) Direktur merupakan Jabatan Eselon III/a atau Jabatan Administrator.



(21 Kepala Bagian dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon III/b atau
Jabatal Administrator.
Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Eselon IV/a atau
Jabatan Pengawas.

(3)

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka peraturan Bupati Nomor 15
Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Rumah Sakit
Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku lagi.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok
Utara.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 12 Mar.et 2O2l
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Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 12 Maret 2O2l
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